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I. UMUM  

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna 

menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak 

pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai salah satu 

sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal 

tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3) 

dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas 

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL   

 

Pasal 1 

Ayat (1) 

 Huruf a 

Jasa penyelenggaraan pelatihan fungsional auditor dan 

teknis substansi merupakan jasa pelatihan di bidang 

pengawasan akuntabilitas keuangan negara, manajemen, 
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sistem pengendalian intern pemerintah, dan akuntansi.  

 Huruf b 

Jasa penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi nonjabatan 

fungsional auditor merupakan jasa pelatihan dan sertifikasi 

di bidang pengawasan akuntabilitas keuangan negara, 

manajemen, sistem pengendalian intern pemerintah, dan 

akuntansi. 

 Huruf c  

Yang dimaksud dengan jasa penyelenggaraan pelatihan 

daring secara masif merupakan jasa penyelenggaraan 

massive open online courses yang diselenggarakan dengan 

metode pembelajaran daring dengan banyak peserta di 

bidang pengawasan akuntabilitas keuangan negara, 

manajemen, sistem pengendalian intern pemerintah, dan 

akuntansi. 

  Huruf d 

Jasa penyelenggaraan lokakarya/workshop/seminar, dan 

seminar daring merupakan jasa penyelenggaraan 

lokakarya/workshop/seminar, dan seminar daring di 

bidang pengawasan akuntabilitas keuangan negara, 

manajemen, sistem pengendalian intern pemerintah, dan 

akuntansi. 

 Huruf e 

  Cukup jelas. 

 Huruf f 

  Cukup jelas. 

 Huruf g 

  Cukup jelas. 

 Huruf h 

  Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan 

batas tarif tertinggi. 

 

Pasal 2  

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
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 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “nilai nominal yang tercantum dalam 

kontrak kerja sama” adalah tarif dan struktur biaya yang 

disepakati kedua belah pihak yang bekerja sama.  

 

Pasal 3  

 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “wajib bayar” adalah orang atau badan 

di luar lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 

oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dan kegiatan 

penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan umpan balik paska 

penilaian potensi/kompetensi yang diselenggarakan oleh Biro 

Sumber Daya Manusia Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan. 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mengenai perjalanan dinas dan standar biaya 

masukan. 

 Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “penyelenggara” adalah: 

a. penyelenggara pelatihan dari Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan; 

b. penyelenggara ujian langsung sertifikasi jabatan fungsional 

auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan; 

c. penyelenggara ujian nonsertifikasi jabatan fungsional auditor 

dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan  

d. penguji ujian nonsertifikasi jabatan fungsional auditor yang 

berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan atau bertindak atas nama Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan.  

 Ayat (4)  

Yang dimaksud dengan “penyelenggara” adalah penyelenggara 

kegiatan penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan umpan 
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balik paska penilaian potensi/kompetensi yang berasal dari 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 4  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain: 

a. kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 

Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

b. kegiatan pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan 

sosialisasi dan pengembangan masyarakat pembelajaran anti 

korupsi; 

c. kegiatan pelatihan serta penilaian potensi, penilaian 

kompetensi, dan umpan balik paska penilaian 

potensi/kompetensi dalam rangka memenuhi kuota minimal 

peserta; dan 

d. kegiatan pelatihan fungsional auditor dalam rangka 

memenuhi persyaratan kepangkatan dan jabatan di 

lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 
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Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
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